KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN STATUS
PERUSAHAAN JAWATAN TVRI MENJADI PT (PERSERO)
TERHADAP TYRI DAERAH
(Studi Pada TVRI Padang)

SKRIPSE

Diajukan guna Memenuhi Sebahagien Dari persyaratan
uniuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh -

RUSMIN FSiplsg
99 140 163

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003

Mo Reg: 1591V/PK-TIVITT-2003



ABSTRAK

honsekuensi Yuridis Perubahan Status Perusahaan Jawatan TVRI M enjadi
Perusahaan Tecbatas (PT) Techadap TVRI Daerah
{Studi Pada TVRI Padang)
(Rusmin 9140163, Fakultas Hukum Universitas Andalas,2003)

Dalam mewujudkan cita-cita nasional vaitw menciptakan rakyat vang adil
dan makmur sesuai dengan vanp di amanatkan dalam L/UD 1945 dan Pancasila,
maka perbu ditngkat upaya pembangunan  dibidang perekonomian yang sesuai
dengan vang telah digariskan dalam pasal 33 avat 1 dan avat 3 LJLJD 1945, maka
terhadap Badan Usaha Milik Negara seperit Perusahaan-penusahasmm yang tefah
diletapkan dalam UL No 9 tahue 1969 merupakan unit usaha  pelaky kepiatan
ckonomi perlu dilakukan efisiensi, evektivas dan peningkatan kinerja schingea
dapat meningkatkan kontribusi vang optimal terhadap pembangunan yalu dengan
melakukan perobahan status perusahaan tersebut. Dan untuk menindak fanjutinya
maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Mo 9 tahun 2002 tentang pengalihan
bemtuk perusahaan jawatan TVRI menjadi Perusahsan Perseroan {persern).

Hal vang melatar belakangi penulisan skivipsi ini dengan mengangkal
permasalaban; hal-hal vang mefatarbelakang dan konsckuensi vuridis perubahan
status perusabaan jawatan TVEI memadi perusahzan Perseroan (persera} dan
pengaruhnya terhadap TVRI Padang schapai TV daerah, serta masalah yang
tmbul  dalam pelasanazn PP Mo, 9 tahus 2002 (entang Pengaliban Bentuk
Perusabuan Jawatan TVRI Menjadi Perusahaan Perseroan { Persero). |

Untwk  menjawab semua permasalahan yang ada, maka penelitian
dilakukan dengan metode yuridis sosioloegis dengan mesgumpuikan data melalui
study lapangan berupa wawancara dan studi pustaka, kemudian data dinlah secara
manual, Perusahasn Perseroan TVRI Padang merupakan tempat  penelitian
difakukan dan memjawal semus permasalahan vang diangkat dalam skiripsi ini.

Hal-hai yang melatar belakangi pengaiihan bentuk perusahaan tersebut
adalah wntk meningkatkan efektivitas dun evisiensi dalam pelaksanaan usaha
dafam bidang penviaran vang mandir, netral dan bebas sesuai denga yang
ditetapkan dalam PP No 9 tahun 2002, dimana vangy menjadi acvan dalam
perusahaan Perseroan tersebut adalah UL Ne 1 ghun 1995 ertang Perscroan
Terbatas, Konsekuens: yuridisnya adalah semua modal yang tertanam  dalam
perusahaan secars olomatis memads modal vang dipisabkan dari kekayvaan negara,
dan pegawal vang semula adalah pepawal negert sipil berubah memad pegawai
perusahaan swasta biasa. masalah vang timbul dalam pelaksanaan Peraturan
pemertntah ine adalah dalam pengambil alihan aset nevara yang berada didaerah
maka akan ada perentangan kepentingan antara daerah dengan pusat



BARII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Negara

Dalam kegiatan perekonomian pada zaman sekarang, kata perusahaan

sudah tidak asing lagi karena perusahaan merupakan suatu pengertian vang

skonomis yvang banyak dipakai dalam keeiatan usaha dan pekeriaan sehari-schan.

Perusahaan adalah suat pengertian vany banyak dipakai dalam KUHD,

namun KUHD sendini tidakliah memberikan pengenian maupun penjelasan resm)

izntang apakah perusahsan i, Pihak pembentuk Undang-undang  apakoya

berkehendak menyerahkan perumusan perusahaan kepada pandangan pars lmuan

dan akademis. Datam dunia keilmuan ada beberapa pendapat tentang perumusan

dan pengertian perusahaan’ |

L

B2

Menuret rumusan pemeriniah Belanda

“Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila ving berkepentinpan
bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam
kedudukan tertentu untuk memperoleh laba dan rupr bagi dini nya sendini”,

Menurut Molenggraft

“Perusahasn adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara ierus
menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penshasilan dengan cara
memperniagakan  barang-barang,  menyerahkan  barang-barang  atau

mengadakan penanjian dapang”.

Drart devirisi ini dapat dikemukakan sustu perusabasn ITETIPUMYVEL LLESLT-

unswr sebagar berikg @

P OST sansil don Clristne 51 Kansi| Padvs-penbok Tl Dapans Indoneris, Pustaka Sinar

Harapan, Jakara . 8992 hal 23
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BARI
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

lndonesia dalam beberapa tabun  ine mengalami perkembangan yang
sangat berartl semenjak bergulirnya reformast batk dalam bidang pehitik, hukum,
pertahanan dan keamanan, idang ebonomi dan bisnis, khusus dalam bidang
kegiatan perekonommaan, hal e dapat terlibat dengan banvakova peraturan
perundang-undangan dan kebijakan vang bare vang dikeluatkan oleh pemerintah.
Dalam upaya melaksanakan program  wmum pemenntah di bidang ekonomm
sesual dengan UL 1945 Pasal 33 avat {2) yaite negara mengueasar cabang-
cabang produksi vang penting umivk menyelenpgarakan perekonomian vang
mengeasas haal idup omang banyvak, maks unluk melaksanakan hal tersebut
negara memiliki dan mengueasal badan usaha terentu vang bertujuan unfuk
kemakmuran rakyat Pada Pasal 35 avat {4) UUD 1945 amandemen ke 2 {dua)
Juga menvatakan pambangunan ekonomi nasional baroslah berdasarkan atas
demaokrast ckonomi dengan pringip keadilan, kebersamaan, elesienst vang
berkeadilan derny kemajuan dan persatusn ckonomi nastonal. Maks amanat dan
UL 1945 tersebut  dibarapkan dapat  menciptakan  landasan uniuk
perkembangan sistim ekonomi ndonesia yang berlandaskan pada demokras
chonome  dimana negara menguass cabang-cabang  produkst penting dems
kemakmuran rakyat.

Chung mencapar hal tersebut di atas maka pelaksansan pembangunan
hiarus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesevmbanpan dan

berbagzal unsur dalam mewujudkan pembangunan Nasional yang berlandaskan



saty demokrast menju tercapainya masyarakat vang adil dan makmur schat
roham dan jasmant yvang diredhor oleh Tuhan Yange Maba Esa, Hal i dipertepas
lagi dengan GBHN tahun 199%-2004 dalam kebijakan bidang ekonom vang
menvaiakan perlunya menata Badan Usaha Milik Negara/BUMMN secara efisien,
transparan dan profesional, agar mampu memulibkan perckonomian [ndonesia
vang tenpah dilanda krisiz vang telah mengarah kepada kisis Multidimens: Dan
uniuk dapat memalankan penataan tebadap badan usaha milik nepasa e maka
pemerintah memberikan wewenang kepada Menten Kewsngan dan kemudian
dialinkan kepada Meoten Negara BUMN  { Peraturan Pementab Mo 64 Tabun
2001 Tentang  Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menten
Kevangan Pada Perusshaan Jawatan, Perusahaan Umum, Perusabaan Perseroan
Kepada Menteri Nepara Badan Usaha Milik Negara) unfuk melakukan penataan
dan pembaharuan terhadap Kinega dan manajemen badan usaha milik negara.
Penataan Badan usaha milik negara bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan
negara dan mengurangi subsidh dan campur langan  pemenntab dan keglatan
badan usaha negara

Senurut UL Mo % dshun 1969 tentang Bentuk-Bentuk  Perusahaan
Meparn, dimana ditetapkan badan wsaha nepara terdin dan ; Perusahaan
Tpwatan(penan), Perusghaan Umumiperum), Perusahaan Perseroan (porscro)
Selama ini dalam perkembanpannya bentuk-bentuk usaba nepara tersebut belum
mampu memberkan sumbangan yang berart bagi nezara dan masyarakat, Maka
perlu diadakan penataan ulang terhadap badan usaha mibik negara terscbut sccara
efisien, transparan dan profesionsl. Salah satu dar sekian tanyak badan usaha

negars yang akan dilakukan penataan adalah TVERL



TVRI pada waktu awal penditiannya melalu Kepres Mo 215tahun 1965,
berada dibawah naungan Yavasan TVE!D vang dibina fanpsung oleh Presiden,
namun dalam perkembangannya TV menjadi pelaksana leknis  bdang
penyiaran Departemen Penerangan sehingpa keberadaan TVRI tidak sepenuhnya
muemberkan pelayanan terhadap Kebutuhan Informast masyarakal, karena terlaiu
banyak campur fangan Pemenntah dalam kegiatan TWRL Sehingga hal im
mengakibatkan TVRD tidak mampu menjalankan twjuannya  sebagai  Adusy
{rmmmunicartfon bagl masvarakat,

Selama mi ckeistenst TVR] dianegap sebapal Televisl yang menyoarakan
kepentingan pemenntah, vang dominan dalam TVEI adalab negara, Akses publik
terhadap TWRI sangat munim, semantara kontrol negara begitu kuat dan
powerfull, dimana TVRI dijadikan ldealogical state apparatus dem kepentingan
pemeliharaan dan neproduks strekiur polibk otonter vang telab dibangun, dimana
tujuannya sangat jelas untuk menjaga stabilitas dan kebudayean nasional vang
selaras denpan pendangan dan cara berpitkir dan bertindak vang didenzung-
dengungkan oleh Pemenntah Orde Bana sebapai realitas objektif vang legitimed
nada masa it

Ketka pascaretormast munculah kemginan untuk memjadikan TVEL
sebagar TV pubdikymiu sebwah lembaga penviaran  alternatl yang  tidak
menempatklan dirimva dibawah imiervensi negara ataupun subordinas) pasar,
mclainkan sebagal penggalang dan sebaga evaluast pubbk ferhadap pemenintah.
maka untuk mewnjudian TVEREE vang berdasarkan Prinsip-poinsip TV Publik yang

mdependent, bebas, nefral dan mandin maka pemenntah berupaya  menata

' Gun Ciun Harvanie, PV Porseradan Mo D T8 Pabil, Hanan Umom S
Harapan, Jum’ai 25 april 2003,




kembali TVR] denpan mengeluarkan peraturan pemerintah No 36 tahun 2000
tentang pendinan perusahasn jawatan TVEREI namun hal o belum membuat
kinerja TWRI menjadi lehih baik, maka kemudian pemennlah mengeluarkan
Peraturan Pemenntah No9 fahun 2002 tentang Pengabban Bentuk Perusahaan
Tawatan TWEI Menjadi Perusabaan Perseroan,

Menurut ketentuan vang ada dalam (pasal 21 Peraturan Pemenntah Mo 4
tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan TVRI Menjach
Perusahaan Perseroan.. diharapkan TWRI akan menjadi TV vang ditnginkan oleh
masyarakal vang memilikd maksed dan tujuan -

b TWHRI dapat menvelengearaken kegatan penyiaran televist sesum dengan
prngip-prinsip televist yang indipendent, netral dan mandin guna
mentngkatkan dan mengembangkan sikap mental masvarakat Indonesia,
menmekatkan  peneetabuan dan kecerdasan masvarakat, serta lehih
mentnigkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;

20 TWRIL dapat menyelengoarakan  usaba dibadang  perlelevisian yvang
menghastlkan program sitan vang sehat dan bermuotu tinggl sckaligus
dapat memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelelaan
perusahaan vang modemn dan profesional.

Berdasarkan hal-hal vang tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya
pasis akan banvak kendala-kencala vang akan terjads seperti sederet masalah dan
conjang-ganiing yang menyalakan bahwa akan terjadt pembekuan dan Televisi
daerah, akan adanya totasi dan permasalahan vang akan terjadi dengan PPNS di
TWVEI dan TVEI akan terebak dengan 1TthEiiTlB.|l'HH..‘i-l produksr dem akumulas

keuntungan, jadi apa bedanya TVRI dengan TV Komersil M kerena cir-cit TV

i hizl 2



publik adalah netal, bebas dan mandin maka TVRI barus bebas dan campur
tangan negara dalam penyelengegaraannya, apalags didesak semakin kuat dan
ketatnya persaingan dalam mdustsi penielevisian saal i, dimana TV swasta
benar-benar  berosientast Komerssl sehingga TVRI harus siap menghadapi
tantangan mekanisme pasar,

Peralihan states hukom Perusahaan Jawatan TVELD menjads Peresghaan
Perseroan akan menenfukan kearah mana TVRIE i1 akan dibawa, apakah menjad
TY komersil atau TV publik vang heronentasi kepada keuntungan, Apabila suatu
Badan Usaha berbentuk persero (77 maka 1wwan viamanva adalah keuntungan
{profit), maka oleh kerena itu perobahan stalus e akan omembawa dampalk vang
sangat besar bagi perkembanpan TVRE kedepan, TVEL harus mampu tampil
sesual dengan keinginan publik.

Lintuk merealisasikan hal tersebul maka diadakannyva beberapa stratesi
oleh pemenniah yaitu dengan privatsas dan penataan kembab BLIMN vang ada,
maka TYRI wang selama tm adalah merupakan badan  uszha negsra vang
menjalankan kegiatan sebaga pemben pelavanan iformas kepada masayarakar,
zerta mendapatkan subsidi dari pemenntab dibarapkan akan mampu memberikan
sumbangan vang berarti kepada masvarakel dan kepada negara namun untuk
mewiyndkan keinginan terscbut membutchkan waktu dan perencanaan vang
matang, setelah mengalami berbapn masatah akbimya pada tangeal 15 April 2003
di sahkanlabh TVRD sebagar Perusahaan Perseroan (persero) metalul akia Motaris.
Diengan 1y selesaikah segaia masalah vanye ada & dalam TVRDT teste sapa ndak,
masih banyak masalah vang akan memadi pekenaan rumah bage TVRE menuju

Tranformast TV publix vang indipendant, netral dan mandin.



BAR I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAASAN

A. Latar Belakang Perubahan Status Hukum TVRI Bari Perusahaan
Jawatan Menjadi PT { Persera)

Tongeak Sejarah Pertelevisian di Indonesia dimulai tepat tanppal 24
Agustus 1962, bertepatan dengan adanya acars Ascan Games vang diadakan di
Jakarta, vang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Prosiden No 215 7 tahun
965 keberagaan Televis di tanah air pada awal pendinannva berads dibawal
naungan Yavasan TYRL  vang dipimpin langsung oleh Presiden dan pada
perkembangan sefanjutnva TVEI sebagni media pemerimiah berada dihawah
naungan Departemen Penerangan, dimana masa ilw TVERD mengalami banvak
mtervenst dan cunpur fneam pemerinab yang berakibat buruknva Kinena TWVRI
namun ketika reformasi bergulir. pemerintah berusaha meninghatkan kanerja
TVRL dengan jalan melakukan penatazs kembali TVRI dengan di keluarkannya
Peraturan Pemerintah Mo 9 ahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahasn
lawatan TVRI Menjadi Perusahasn Perscroan (persern), setelah sehelummya
ditetapkan sebagai perusahaan jawatan ( Peraturan Pemerintah Mo, 36 Tahun 2000
emtang Pendiran Perusabaan Jawasan TVRIL Selama Stasiun penyiaran ini
berdiri telah beberapa kali mengalami perobaban states hokom, ada beberapa
periode pesubahan Statws Hukum TVRI vaitu:

1. Eratahun 1962 hingea 1975
Pada masa ini awainva TVRI Badan Hukummya berbentuk Yayasan vang

hitetapkan melalu Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Mo 215/ 1ahun



1963, Dn dalam Kepres tersebut dinyatakan bahwa TVRI adalah suaty
Yavasan yang dimiliki oleb negara dan dipimpin lanpsung oleh Presiden
sebagal Ketus dan keberadaan sangat jelas ditujukan sebagai alat yang
berhubungan denpan kemasvarakatan vaitu penghubung antara MNegara
dengan masyarakat (Mass Commiirication Media), bal ini diperlihatkan
melalui scara vang disugubkan vaiie hiburan dan  informasi vang
disampaikan negara pada masyaraka! Pada masa ini TVRI adalah alat
hubnungan sosial untuk masvarakal dalam memperoleh informasi selain
melabur BRI vang sudah letih dabuls ada Pada waktu ity siaran TVRI
hanya wntuk wilayah Jakaria dan sekitamva karena belum fenpgkapnya
fasilitas dalam penyiaran. Bemuk Badan Hukum Yavasan vang dimiliki
oleh TVRL memberikan  kemampuan  kepada TVRD wniuk  Terus
berkembang karena TVRI mendapal  pembinaan langsung dan Presiden,
sedangkan hal-hal vang menyangkut kepentingan dan keperluan TVRI
langsung ditangani oleh Megara melalu Presiden:

Era 1975-1990.

Pada periode mi status hukem TWR1 mulai memasoki status canda
disamping iz sebapal Yayasan, ia jusa ditetapkan sebagai Unit Pelaksana
Teknis Departemen Penerangan hal ini ditetapkan dengan lerbitnva SK
Menten Penerangan Mo, 35B/ tahun 1975 vang kemudian di perbaharui
dengan SK Menteri Pencrangan Mo, 2300 A7 1954 tenlung Oraanisasi dan
Tata Kinerja Departemen Penerangan. Jadi funpsi vayasan dan Unit

Tekmis Depertemen Peneranpan membuat TVR] menjalankan lungsi ganda
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BAR IV

PENUTUP

A. Resimpulan

ars urman-uraan vang telah disampakan sebelummya maka dapat diarik

suatu kesimpulan sebagai benkot

I,

Latar belakang pengaliban bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi
Perusahaan Perseroan adalah  dalam rangka meningkatkan efisicnsi dan
cfektivast penvelenggaraan jasa penyiaran  kepada masvarakat  dan
mampu membenkan konstnibus: vang maksimal bapl perkembangzan
perckonomian &i [ndonesia, vau densan peralihan status i akan ada
sualu Kemajuan bagy TWVIRL sendin kearah vang iebih baik sesuai dengan
Undang-undang Mo 9 thun 1969 tentang penetapan pemerintah pengeant
Usilang-undang No | tshun 1969 jentang bentuk-bentuk usaba nepara dan
Peratwran pemennlal Wa no 36 fabun 2000 dan PP No 9 tahan 2003

Konsekuenst  Yuridis  atau  akibst bukum  dan pengaliban benuk
Perusahaan Jawatan TVEI menjadi Perusahaan Terbatas (Persern) adalah

a, Bapl perusabaan TVRI akibat dan pengaliban tersebot adalah dalam
hal modal yvane ditanamkan dimana modal tersebut disetorkan oleh
negara  dalam bentuk sahamesaham, TWVRI udak  lags  dapat
mengharapkan bantuan sebsidy dan pemenntah dan hares mampu
menear peluang tersenditi dalam memperoleh sumber penenimaan

dengan memanfaatkan segala sumber daya vang ada,
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